
 

  

 

 
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
NOMOR  3  TAHUN 2025 

 TENTANG 

PENETAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM 

DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

KUTARINGIN 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

Menimbang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Usulan 
Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah telah direkomendasikan Unit Pelaksana 
Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kutaringin 
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah;  

b. bahwa sesuai ketentuan dalam  Pasal 49  ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pola Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan  
Keputusan Bupati tentang Penetapan Pola Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah  Unit 
Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah 

Kutaringin;  
 

Meng ingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4355); 
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4400); 



5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 5072); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6887); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 
6178); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036) 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157) 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 
 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

 



 

Ditetapkan di Pangkalan Bun 

pada tanggal  20 Januari 2025 
 

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 
 

ttd. 
 

BUDI SANTOSA 
Salinan sesuai dengan aslinya : 

 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 98); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat Tahun 2024  Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor  157);  

17. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 100 
Tahun 2022 Tentang  Pembentukan, Keududukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah 
Kutaringin Pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 100); 
 

 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan 

KESATU 
 

: 

: 
 
 
 

 

Menetapkan  Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum 
Daerah Kutaringin menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah.   

KEDUA : Status Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana 
dimaksud pada diktum KESATU diberikan seluruh 
fleksibilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah. 
 

KETIGA : Segala biaya yang  timbul sebagai akibat ditetapkannya  

Keputusan Bupati ini dibebankan  pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat, dana bantuan dan penghasilan lainnya yang tidak 
mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku. 

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 
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